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3) spp-GU dinjukan untuk pengisian uang persediaan yang

elah digunakari;

4) Kelengkapan dolaimen SFP-GU t
a) Surat Pengantar SPP-GU,
b) Ringkasan SpPP-GU;

ercir dari -

¢) Rincian SPP-GLL;

d) Salinan SPD;

e) Rekaplmlasi La
Bendahara pengelu
ditandatangani oleh PPK-SKPL-

5). Surat pengesahan lapuran
bendahara pengeluaran alas pc

uP/GU/TU sebelumnya;
taan YENE djtandamlgani oleh Pejabat
gruna Barang atau Pejabat

poran Fei tanggungjmﬂtban ILPJ]

aran SPI GU gebelumnya Yang

rrrtml;;gUngjawa ban
nggunaan dana SFF-

6), Surat pernya
Pengguna Anggaran/Fen
inta tidak

pahwa uung Yang dim

yang menyatakan
Ganti Uang

digunakan untuk  keperiuan sclain

Persediaan;
7). Lampiran lainnya-
h. Ketentuan SPP-UP dan SPP-GU :
a) Keperluan pengeluaran scharihari yang harus
dipa-s.-nuumi-wnbkan oleh bendahara;

p) Pengeluaran dapat diganti kembali dengan mengajukan

sPP-GU dengan melampirkan pengesahan SPJ;

Dana Uang Persediaan diajukan untuk pengisian uang

persediaan bukan untuk pembayaran langsung dan

diberikan sekali dalam sctahumn;

) Pelaksanaan pembayaran dengan beban SPP-UP/GU
harus dilakukan menurut ketentuan yang beraku,

<

antara lain:
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E. penerbitan SPM llP,ﬁ'SPM-GU,:‘SPM-TU/ SPM-LS Baring dan
Jasa

1) PPK-SKPD menerima SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU yang
dwjukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2) PPK-SKPD meneliti  kelengkapan dokumen SPP-
UP/SPP-GU/SPP TU;

3) PPK-SKPD mencatat SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU yang
diterima ke dalam register SPP-UP/SPP-GU/SPP-
TU/SPP-LS;

4) Jika kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU
dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan
SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU untuk ditandatangani oleh
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau
Pejabat yang diber: wewenang menandatangani SPM;

5] Batas waktu antara penerimaan SPP-UP/SPP-GU/SPP-
TU/SPP-LS dan penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-
TU/SPM-LS, selambat-lambatnya 2 [dua) hari kerja;

6] Jika kelengknpan dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka
PPK-SKPD menolak untuk menerbitkan SPM-UP/SPM-
GU/SPM-TU dan selanjutnya mengembalikan  SPP
UP/SPP-GU/SPP-TU paling lambat | (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya pengajuan Spp kepada

bendahara  pengeluaran untuk  dilengkapi  dan
diperbailki;

/SPM-TU paling lambat
terhitung sejak dittrimanyn
UP/SPP-GU/SPP-TU. yang dinyatajcan
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LAMPIRAN IV :PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 2  TAHUN?2017

TANGGAL : 6 Mares 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAESANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2017.

TATA CARA PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA
SUBSIDI DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

A. BELANJA HIBAH.

Hibah adalah pemberian uang/barang &atau jasa  dari
pemerintah daerah kepada pemenntah atau pemenntah daerah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, YAang secara spesifik telah ditempkun

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengkat, serta
tidak secara terus menerus yang berlujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesua dengan
kemampuan keuangan daerah  setelah memprioritaskan
pemenuhan  belapja  urusan wajib, Pemberian hibah ini
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk

muasyarakat.
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Barituan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa
antara lain :

a. Alokasi Dana Desa (ADD) dun Alokas: Dana Desa Adat

(ADDA) yang bersumber dari APBID.
b. Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Pedoman pemberiun bantuan keuangan kepada Pemerintah
Desa distur secara khusus dengan Peraturan Bupati Barito

Sclatan.

- Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan

keuangan bersumber dan APBD yang diberikan secara

proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi

di DPRD diperlutungkan berdasarkan jumlah perolehan

suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bantuan keuangan kepada partai pohitik digunakan sebagai

dana penunjung kegiatan pendidikan politik dan operasional

sckretanal partai politik.

Kegiatan pendidikan politik dimaksud yaitu berkaitan

dengan

a.  Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat
dalam kehidupan bermasyurakat, berbangsa dan
bernegara;

b Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat
dulam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;

o Pﬂliﬂgkatan i
membangun k::::: "“:n o o

ngsa  dalam rangka

-

a.  Administrasi Umum;
b.  Berlangganan daya dan jasa;

Scanned by CamScanner












¥
3 ikt




¢} Memecahkan Pengadsan Barang/Jasa menjadi
beberapa paket dengan msksud menghindar
pelelangan, dan/atau
d) Menentukan Kriteria, persyaratan atau prosedir
pengadaan vang diskriminatif dan/atau dengan
pertimbangan vang tidak obyektif
6] Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing SKPD
secara terbuke kepada masvarakat luas setelah
rencana kerja dan anggaran SKFD yang disetujui
bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah,

Tl Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan melalui  Portal [naproc
£ menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana

Umum Pengadazn (SiRUP) yang lerintegrasi pada
Layanan Pengadaan Secara Elektronik [LPSE) Barilu

-1

Selatan dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat.

b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
1) Pengguna barang/jasa wajib membuat jndwal pclaksanaan
pekerjaan.
2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi  pelaksanaan
pemilihan  penyedia barang/jasa, waktu mulai dan
. berakhirnya pekerjaan dan wakty sernh  terima  akhir
pekerjaan.
3) ti:;t:tm“i:d;um Tﬁ:ﬁml disusun sesuai
: : serta dengan
memperhatikan batas akhir tahun anggaran.
¢. Pembiayaan pengadaan
Pengguna  barang/jasa wajib  menyediakan

. bia o
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4)

(5)

Harga kontrak/Surat Perintan Kerja (SPK) untuk
‘barang/  pekerjaan sejenis  sctempat yang pernah
d-llam i < la.h 11.

resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hadan/instansi
linnys dan media cetak yang datanya  daput
Harga/tarif barang/jasa vang dikeluarkan oleh
pabrikan/agen (unggal atau lembaga independen.
Daftar Standar harga Barang/tarif biaya yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

nformasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

) ULP wajib mengumumkan HPS pada saat pengumuman










Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan

sebaga berikut :

1) Memiliki integritas moral;

2) Memilika disiplin tinggi;

3) Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa:

4) Memiliki tanggung jawab dan kualifikas: teknis serta
manajerial untuk melaksanakan fugas Yyang dibebankan
kepadanya;

Persyaratan manajenial dimaksud adalah -

a) Berpendidikan paling kurang Sarjana Strala Satu (81)
dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin Sesudl
dengan tuntutan pekegaan;

b} Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahu
sccara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa;

¢) Memiliki kemampuan kerja secars perkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas/pekegaan.

5) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan,
bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku
serta tidak pernah terlibat KKN.

PPK dilarang mengadakan  ikatan perjanjian  atau

menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila

belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran
yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang
tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dan APBN/APBD.

Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan

n terlibat

barang/jasa adalah ;
1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sehagai
berikut
a) Menetapkan rencana  pelaksanaan  Pengadaan
Barang/.Jasa yang meliputi :
1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

&l
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7] Dilarang duduk sebagai Bendahara atau PPSM (Pgjabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar).

Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan:
1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2] Menetapkan Dokumen Pengadaan;

3) Menetapkan besaran neminal jaminan penawaran;

4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barmng/Jasa chi

website dengun alamat :© wunw. lpse banluselatan go. id dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat;

5) Menilai  kualifikasi Penyedia  Barang/Jasa  melalu
prakualifikasi atau pascakualifikasi,

6) Mclakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

7] khusus untuk Kelompok Kerja (Pokja) :

a) Menjawab sanggahan;

b) Menetapkan Penvedia Barang/.Jasa untuk :
(1) Pelelangan atau Penunjukkan Langsung unluk paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya
yang bernilai pahng tinggi Rp. 100.000.000.000,-

(seratus milyar rupiah) atau,
(2) Seleksi atau FPenunjukkan Langsung untuk paket

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tingg:

Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah].
¢] Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedin

Barang/Juasa kepada PPK;
d) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barng/Jasa.
8) Khusus Pejabat Pengadaan :
a) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :

(1) Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung
untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.

45
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8) Menectapkan Sckretaris dan Staf pendukung ULP sesuai
kebutuhan.

Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Pamitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA vang berfugns memeriksa dan
menerima hasil pekerjaan.
Hasil pekenjaan dapat diterima apainla telah dilaksanakan
sesuai tahapan dan spesifikasi dalam kontrak vang dinyaiakan
oleh Tim Teknis atau Konsultan Pengawas (disesuaikan dengan
besaran dari nilai kontrak).
Panitia /Pejabat Penenima Hasil Pekerjaan dapat berasal dari
pegawai negeri dari instansi sendiri maupun instansi lainnva,
kecuali anggota Puanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP] pada Institusi lain Pengguna APBN/AFBD atau
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari
bukan Pegawai Negeri.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
1) Memuliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

2) Memahami isi kontrak;

3} Memiliki kualifikas: teknis;

4) Menandatangani paita integritas, dan

5) Tidak menjabat sebagai PPSPM dan Bendahara.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyal tupas

pokok dan kewenangan scbagai berikut :

1) Melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa scsuai dengan ketentuan yang tercantym
dalam kontrak;
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2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan / pengujian;
3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima

Hasil Pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang

perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Konsultansi /Jasa lainnya.

Persyaratan dan ketentuan Penyedia Barang/Jasa diatur dalam
PERPRES Nomaor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah beserta perubahannya

Penpawas Lapangan (PL).

Pengawas Lapangan adalah petugas/personil yang ditunjuk

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan

melibatkan SKPD terkait.

Pengawas Lapangan bertugas antara lain :

1) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar tidak
lerjadi adanya penyimpangan bestek;

2) Menyusun laporan mingguan dan diberikan kepada
Pengguna Anggaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan
dilapangan;

3] Memberikan teguran kepada pelaksana apabila dalam
pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan-
penyimpangan/tidak sesuai bestek;

4) Memecahkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan

kegiatan sebatas kewenangan yang diserahkan kepadanya
oleh Pengguna Anggaran;
5) Ikut menertibkan administrasi kegiatan lapangan;

6) Dalam  pelaksanaan tugasnya pengawas lapangan
bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

a3
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kerja mingguan dan rencana kerja hanan.
{4) Menyusun rencana total kebutuhan biaya secara rinc

dalam rencana kebutuhan biaya bulanan, Dbiaya

mingguan dan biaya hanan.

¢ Pelaksanaan fisik dan pengawasan lapangan, melipuli;
(1) Pengawasan pekerjaan dilapangan dilakukan oleh

oleh Pengguna

telah

petugas/personil yang ditunjuk
barang/jasa berdasarkan rencana yang
ditetapkan.

{2) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara
harian berdasarkan daftar hadir kea atau dengan
cara upah barangan.

(3) pengadaan bahan dan peralatan suku cadang

@ dilakukan dengan cara pclelangan, pemilithan

langsung atau penunjukkan langsung
(4) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas

——————————

penyimpanan

(5) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan
dicatat setiap hari dalam laporan harian.

(6) Pencapaian target fisik pekerjaan lapangan dicatat
sctiap han dan dievaluasi setiap minggu agar dapat
diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai
dengan target yang dicapai

d) Laporan, meliputi :

Laporan  kemajuan pelaksanaan pekerjaan  dan
penggunaan  keuangan didaporkan oleh pelaksana
lapangan/pelaksana  swakelola  kepada pengeuna
barang/jasa setiap bulan.

3
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Pembuatan Surat
Pengeluaran:
1. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan bukti-hukti

Pertanggungjawaban melalui Bendahara

pembelanjaan dana;
2. Dan pencatatan ini dihasilkan dokumen sebagai berikut;
a. Buku Kas Umum [BKU) Pengeluaran,
b. Buku Pembantu Simpanan/Bank
¢. Buku Pembantu Pajak,
4. Bulku Pembantu Panjar,
e. Buku Rekap Pengelaran per objck.
3. Berdasarkan 5 (lima) dokumen tersebut ditambah dokumen
SpJ Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran membuat
SPJ Pengeluaran.
Dokumen SPJ meliputi:
. a. Buku Kas Umum,
b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai bukti-
bukti yang sah,
¢. Bukti atas penyetoran PPN/PPH,
d. Register penutupan kas.
4. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) - SKPD.
Bendahara Pengeluaran juga harus menyerahkan SPJ
pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) paling
lambat tanggal 10 (sepuluh] bulan berikutnya;
| 5.Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK]-SKFD memverifikasi
| . SPJ pengeluaran;
6. Apabila disetujui, Pejabat Penatausahaan Keuangangan (PPK)-
SKPD menyampaikan SPJ Pengeluaran paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya.
7. Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran;
8. Kepala SKPD menyerahkan Surat Pengesahan SPJ kepada
Bendahara Pengeluaran;
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Pelaksanaan pengawasan secard fungsional dilakukan

oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan

£, PELAPORAN

Pelaporan merupakan suatu alat pengendalian yang
dituangkan dalam bentulk instrument yang harus ditempuli
dan dilaksanakan baik sejak kegiatan berjalan atau
berlangsung maupun sampai akhir pelaksanaan kegatan

Pelaporan dapat juga sebagai pertanggungawabar
terhadap pengelolaan dana kegiatan, guna memberikar
informast tentang kinerja pengelolaan  di Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan sebagai bahan masukan

penyusunan kebijakan di Pusat/ Propinst.

F. PENUTUP.

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahur Anggaran 2017 imi merupakarn petunjuk bagi SKPD
dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan  yang menjaci
kewenangannya.

v Hal-hal yang tidak diatur dalam Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017 iy, tetap
herpedoman  pada Yetentuan peraturan perundang

undangan yang beriaku.
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